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Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petnerintati Dacrah, Pasal

16 ayat 2 menyatakan DPRD sebagai badan legisiatit dacrah berkedudukan sejajar
dan menjadi mitra pemerintah daerah. Pengertian sejajar dan menjadi mitra ini
dipahami beraneka macam sehmgga seringkali hubungan pemerintah daerah dan
DPRD menjadi agak terganggu tennasuk ketika masing-masmg pihak
menggunakan hak, tugasnya dan kewenangennya untuk mengatakan sebaga:
paling baik. Kedua institusi ini dikenal oleh rakyat . DPRD yang mcmpunyai hak
untuk mengawss: kinerja pemerintah daerah sang.:t diharapkan sebagai kontrol
pemerintah daerah.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menjelaskan ketentuan yang terdapat dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang dalam undang-undang tersebut
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menjetaskan tentang dua institusi vang beiperan dalam pelaksanaan otonomi
daerah.

Untuk penidisan skripsi int dilakitkan penelitian kepustakaan dan lapangan.
Penelitian kepustakan dilakukan deengan mempelaiari buki-buku, teori-teori sesta
pecatyran perindang-undangan. Sedangkan penelotian tapangan dilakukan dengan
mewawancan pihak-pihak vang.ada kaitan dengan macalah sebagai responden
atau inforinan

Dar: hasil pencittian (ni akan diketahui pelakanaan otonomi vang nyata,
bertanggungjawab, besih dan bebas dari KKN.

Agar integritas moral adalah moadal utama vang harus dijadikan bagi
anggota DPRD Propiasi Sumatera Lara dalam melakukan tugasaya sehagai wakil
rakvat vang duduk menjad anggota dewan schingega kedua inetitust ini vakni
NPRD dan Pemerintah Daerah saling membantt dalam membangiin Propinsi
Sumatera Lftara

Demikianlah Abstraksi ini dihuat, semaga Skipsi ini dapat memberi
manfaat dalam nengembangan khasanah llmuy pengetahuan hagi Para pembaca

sekalian
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